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penerapan Zero ODOL (Over Dimension
Over Load) tanpa melibatkan pihak sopir dan
buruh logistik.

Adapun organisasi yang terlibat antara lain
Rumah Berdaya Pengemudi Indonesia (RBPI),
Aliansi Perjuangan Pengemudi Nusantara
(APPN), Asosiasi Sopir Logistik Indonesia
(ASLI), dan Konfederasi Sopir Logistik Indo-
nesia (KSLI).

"Aksi ini kami pastikan damai, tanpa
paksaan, tanpa kekerasan, dan tidak akan meng-
ganggu transportasi umum. Fokus kami adalah
penghentian operasional transportasi logistik
dari berbagai titik strategis," ujar Presiden Kon-
federasi Sarbumusi, Irham Ali Saifuddin.

Dalam aksinya, para sopir logistik mengu-
sung sejumlah tuntutan yang menyentuh isu
struktural di sektor transportasi, terutama terkait
perlindungan buruh. Mereka mendesak pemer-

intah dan DPR RI untuk segera merumuskan
Undang-Undang Perlindungan Pengemudi/
Sopir.

UU tersebut diharapkan memuat skema upah
yang layak bagi pengemudi, hubungan indus-
trial yang berkeadilan, hingga jaminan sosial
tanpa biaya bagi para sopir yang memiliki
risiko kerja tinggi.

Selain itu, mereka juga meminta agar UU
No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan dikaji ulang. Revisi ini perlu
dilakukan dengan melibatkan pengemudi dan
pelaku usaha logistik agar kebijakan yang lahir
tidak merugikan pihak-pihak di lapangan.

Penerapan Zero ODOL, menurut mereka,
terlalu tergesa dan tidak mempertimbangkan
kesiapan industri transportasi, terutama armada
kecil dan menengah yang belum bisa me-
nyesuaikan spesifikasi teknis kendaraan sesuai
aturan baru.

Usul komite tripartit transportasi

Dalam tuntutannya, kelompok sopir logistik
juga mendesak pembentukan Komite Kes-
elamatan dan Produktivitas Transportasi, yang
beranggotakan perwakilan pengemudi, pengu-
saha, dan pemerintah. Lembaga ini diharapkan
menjadi forum tripartit sektoral untuk menga-
wasi sistem kerja yang adil dan ekosistem logis-
tik yang bebas pungli serta premanisme.

Aksi mogok direncanakan berlangsung
serentak di berbagai wilayah utama, mulai dari
Sumatra Utara, Lampung, Banten, Jabodetabek,
Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga
Sulawesi Selatan. Ratusan bahkan ribuan sopir
diperkirakan akan menghentikan operasional
angkutannya selama aksi berlangsung.

Dengan slogan "Kami Tetap Ada dan Terus
Berlipat Ganda," para pengemudi menegas-
kan bahwa perjuangan mereka bukan untuk
melawan negara, melainkan untuk memperbaiki
sistem yang selama ini timpang dan membebani
buruh transportasi.(cnni/js)
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mukan hasil dugaan peristiwa pidana, sehing-
ga perkaranya ditingkatkan ke tahap penyidikan,"
kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes
Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan, Jumat
(11/7).

Ade Ary berujar polisi membuka peluang un-
tuk kembali memanggil Jokowi guna dilakukan
pemeriksaan atas kasus ini. Namun, ia belum bisa
memastikan detail waktu pemeriksaan terhadap
Jokowi.

"Nanti coba kami pastikan jadwalnya. Ten-
tunya saksi-saksi, korban, saksi-saksi dari pihak
korban kemudian nanti ada dugaan terlapor dan
lain sebagainya saksi-saksi dari pihak terlapor itu
akan dilakukan pemeriksaan dalam tahap peny-
idikan," kata Ade Ary.

Kubu Jokowi telah buka suara mengenai
ditingkatkannya kasus ini ke tahap penyidikan.
Kuasa hukum Jokowi, Rivai Kusumanegara,
mengatakan hal tersebut membuktikan bahwa
laporan yang dilayangkan kliennya itu mengand-
ung kebenaran.

"Ditingkatkannya ke tahap penyidikan
menandakan pengaduan yang disampaikan Pak
Jokowi mengandung kebenaran dan merupakan
tindak pidana," kata Rivai saat dihubungi, Jumat

(11/7).

Rivai memastikan tim kuasa hukum akan
mengawal kasus tersebut hingga ke pengadilan
dan mendapatkan kepastian hukum.

Dia juga menyebut lewat langkah hukum ini,
diharapkan nama baik Jokowi yang tercoreng
buntut tudingan ijazah palsu tersebut terpulihkan.

"Dengan upaya hukum tersebut Pak Jokowi
mengharapkan nama baiknya dipulihkan dan
keaslian ijazah dikukuhkan pengadilan," ucap
dia.

Polda Metro Jaya tengah mengusut enam
laporan polisi terkait tudingan ijazah palsu
Jokowi. Dari enam laporan itu, salah satunya
dilaporkan langsung oleh Jokowi.

Jokowi melaporkan dugaan pelanggaran Pasal
310 KUHP dan atau Pasal 311 KUHP dan atau
Pasal 305 Jo 51 ayat | UU ITE.

Selain laporan Jokowi, tiga dari lima laporan
lain saat ini juga telah naik ke tahap penyidikan.
Sedangkan dua laporan lainnya dicabut oleh
pihak pelapor.

Jokowi Berpeluang Diperiksa Lagi

Polisi membuka peluang kembali memanggil
Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) setelah
kasus soal tudingan ijazah palsu naik ke tahap
penyidikan.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade

Ary Syam Indradi mengonfirmasi itu, tapi belum
bisa memastikan detail waktu pemeriksaan terha-
dap Jokowi.

"Nanti coba kami pastikan jadwalnya. Ten-
tunya saksi-saksi, korban, saksi-saksi dari pihak
korban kemudian nanti ada dugaan terlapor dan
lain sebagainya saksi-saksi dari pihak terlapor
itu akan dilakukan pemeriksaan dalam tahap
penyidikan," kata Ade Ary kepada wartawan,
Jumat (11/7).

Disampaikan Ade Ary, nantinya penyidik Sub-
dit Keamanan Negara (Kamneg) Ditreskrimum
Polda Metro Jaya mengirimkan surat panggilan
untuk pemeriksaan tersebut.

"Di tahap penyidikan maka surat panggi-
lan untuk dilakukan pengambilan keterangan
produknya nanti namanya BAP sebagai saksi kah
dan sebagainya," ucap dia.

Polda Metro Jaya tengah mengusut enam
laporan polisi terkait tudingan ijazah palsu
Jokowi. Dari enam laporan itu, salah satunya
dilaporkan langsung oleh Jokowi.

Jokowi melayangkan laporan terkait dugaan
fitnah atau pencemaran nama baik buntut tud-
ingan ijazah palsu. Dalam laporan itu, Jokowi
melaporkan soal dugaan pelanggaran Pasal 310
KUHP dan atau Pasal 311 KUHP dan atau Pasal
305 Jo 51 ayat 1 UU ITE.(cnni/js)
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pusan bantuan kepada penerima bantuan sosial
(bansos) yang terlibat judi online (judol).

Hal tersebut disampaikan Cak Imin merespons
temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi
Keuangan (PPATK) yang menemukan banyak
penerima bansos yang terlibat judi online. Cak Imin
mengatakan pemerintah terus menelusuri temuan

dari PPATK itu.
"Kita terus-terus telusuri, pokoknya siapapun
yang mendapatkan bantuan sosial digunakan untuk

judol akan kita kenakan sanksi. Sanksinya bisa kita

kurangi bantuannya, bisa dihapus bantuannya," kata
Cak Imin di sela Peluncuran PKB Ecogen di Jakarta
Selatan, Sabtu (12/7).

Sebelumnya PPATK menyebut ratusan keluarga
penerima manfaat (KPM) bantuan sosial (Bansos)

terlibat dalam pendanaan terorisme dan judi online.
Ketua PPATK Ivan Yustiavandana menyebut
lebih dari 100 orang penerima manfaat teridentifikasi
terlibat kegiatan pendanaan terorisme.
Sementara 571 ribu penerima bansos terlibat
judi online. Para penerima bansos itu diduga terlibat
dalam 7,5 juta transaksi terkait judol. Adapun
transaksi judi online di kalangan penerima bansos
mencapai Rp957 miliar.(cnni/js)

86,1 persen Jalur Gaza Dalam Zona .............eceeeeeennnnee.

Dari Halaman 1

akukan evakuasi.

Mengutip dari Aljazeera, empat perintah
evakuasi dikeluarkan militer Israel (IDF) antara
2-8 Juli 2025, termasuk tiga perintah yang
memengaruhi total 37 instalasi UNRWA yang
membantu warga Palestina.

"Setidaknya 188 instalasi UNRWA - atau
lebih dari separuh dari seluruh instalasi UNRWA
di Jalur Gaza - berlokasi di zona militerisasi
Israel, di bawah perintah pengungsian, atau di
area yang bertindihan" demikian pernyataan
laporan UNRWA yang dikutip dari Aljazeera,
SAbtu (12/7).

PBB memperkirakan lebih dari 725.000
orang telah mengungsi lagi sejak Israel melang-
gar perjanjian gencatan senjata dengan Hamas
pada pertengahan Maret. Sebagian besar telah
mengungsi beberapa kali, beberapa bahkan lebih
dari 10 kali.

Sementara itu, Aljazeera melaporkan ber-
dasarkan informasi sumber medis setidaknya ada
110 warga Palestina terbunuh di Gaza, termasuk
34 yang sedang antre bantuan, akibat serangan
Israel sejak Sabtu subuh kemarin.

Dikutip pada Minggu (13/7), Israel melancar-
kan pengeboman hebat terhadap Beit Hanoon
di Gaza utara dengan sekitar 40 serangan udara
yang dilaporkan.

Dalam pernyataan resminya, IDF menyatakan
telah menerjunkan lusinan jet tempur yang mem-
borbardir kawasan Beit Hanoon di utara Gaza

itu. IDF mengklaim menyasar target Hamas saja
dalam serangan itu.

Saat berita ini ditulis pada Minggu dini hari,
IDF menyatakan setidaknya 35 target Hamas,
termasuk di bawah tanah, sudah berhasil dikenai.

Di sisi lain, milisi Hamas dna Jihad Palestina
dilaporkan melayangkan beberapa serangan
balik terhadap pasukan Israel di Gaza City dan
Khan Younis.

Kementerian Kesehatan Gaza mendata perang
Israel di Gaza telah menewaskan sedikitnya
57.882 orang dan melukai 138.095 orang sejak
Oktober 2023 lalu. Selain itu, Diperkirakan
1.139 orang tewas di Israel selama serangan 7
Oktober 2023, dan lebih dari 200 orang terluka.

Kemajuan dalam perundingan yang bertujuan
menggolkan gencatan senjata di Gaza terhambat

dengan apa yang terjadi sepanjang akhir pekan
ini.

Sumber-sumber dari Palestina dan Israel yang
mengetahui perundingan di Doha, Qatar, juga
terpecah mengenai sejauh mana penarikan pasu-
kan Israel dari wilayah Palestina tersebut.

Seorang pejabat Israel mengatakan kepada
Reuters, tujuh hari sejak perundingan dimulai.
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump
mengatakan berharap akan segera tercapai
terobosan berdasarkan proposal gencatan senjata
baru yang didukung Negara Paman SAm.

Dia mengatakan perundingan tidak langsung
mengenai usulan gencatan senjata 60 hari dari
AS berlanjut sepanjang Sabtu lalu. Namun
sepertinya perundingan itu belum tercapati kes-
epakatan.(cnni/js)
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keduanya yang diharapkan membawa kema-
juan kini menjadi cermin kegagalan tata kelola
publik yang menyedihkan.

Anggaran yang digelontorkan untuk proyek
ini bukan jumlah kecil: Rp 63,25 miliar un-
tuk Lapangan Merdeka dan Rp 117 miliar
untuk Stadion Teladan. Dengan dana sebesar
itu, masyarakat berhak berharap fasilitas yang
berkualitas, aman, dan dapat segera dinikmati.
Namun, fakta di lapangan sangat jauh dari hara-
pan. Temuan media dan hasil investigasi men-
gungkap dugaan penggunaan material bekas, sep-
erti lift yang tidak layak pakai, yang merupakan
pelanggaran serius terhadap standar pengadaan
barang dan jasa. Hal ini tidak hanya berpotensi
membahayakan keselamatan pengguna, tapi juga
menandakan lemahnya pengawasan serta potensi
penyalahgunaan anggaran publik.

Selain soal kualitas, proses revitalisasi juga
diwarnai oleh rentetan keterlambatan yang
merugikan. Wakil Menteri PUPR sendiri me-
nyoroti bahwa masalah teknis di lapangan bukan
satu-satunya penyebab. Kegagalan koordinasi
antar-instansi pemerintah daerah, kontraktor, dan
pengawas proyek menjadi biang keladi utama.
Keterlambatan berlarut yang terjadi membuat

dana publik yang sudah dialokasikan terserap
tanpa menghasilkan manfaat optimal. Publik pun
terus menunggu, sementara uang negara mengalir
tanpa hasil yang nyata.

Lebih dari sekadar keterlambatan, indikasi
penyimpangan ini membuka potensi pelanggaran
hukum serius. Dugaan penggunaan barang bekas
tanpa pengujian, pembengkakan anggaran tanpa
transparansi, serta ketidaksesuaian antara doku-
men anggaran dan realisasi proyek menjadi alarm
bagi aparat penegak hukum. Jika tidak ditindak
tegas, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme
(KKN) bisa merajalela tanpa hambatan, menim-
bulkan kerugian negara yang nyata dan dirasakan
publik.

Yang lebih memprihatinkan adalah lemahnya
pengawasan selama proses revitalisasi. Baik
inspektorat maupun DPRD Kota Medan tam-
pak tidak maksimal menjalankan fungsi pen-
gawasan mereka. Kondisi ini membuka ruang
bagi manipulasi dokumen dan data proyek yang
kian memperparah kerugian publik. Dalam
situasi anggaran publik yang dipertaruhkan,
publik seakan menjadi korban sistem yang gagal
melindungi hak dan kepentingannya.

Hak warga atas fasilitas umum yang berkuali-
tas dan aman jelas terabaikan. Lapangan Merde-
ka dan Stadion Teladan adalah ruang hidup warga
Medan—tempat berkumpul, berolahraga, dan

beraktivitas sosial. Ketika revitalisasi mandek
dan hasilnya meragukan, hak masyarakat untuk
mendapatkan fasilitas layak dan transparansi
penggunaan anggaran juga terkikis. Ini bukan
hanya soal pembangunan fisik, tapi soal keper-
cayaan yang mulai luntur terhadap tata kelola
pemerintahan.

Situasi ini menuntut tindakan cepat dan tegas
dari pemerintah daerah dan aparat hukum. Audit
menyeluruh harus dilakukan dan hasilnya dibuka
untuk publik. DPRD wajib menjalankan perann-
ya secara lebih aktif dalam mengawal transparan-
si dan akuntabilitas anggaran. Semestinya publik
perlu diberdayakan sebagai pengawas sosial yang
kritis agar praktik-praktik buruk tidak terulang.

Kisah revitalisasi Lapangan Merdeka dan
Stadion Teladan merupakan refleksi nyata dari
krisis tata kelola dan pengabaian hak publik
yang berujung kerugian negara. Namun, di balik
persoalan ini tersimpan peluang besar bagi Kota
Medan untuk memperbaiki sistem, memperkuat
transparansi, dan membangun kembali keper-
cayaan rakyat. Warga Medan berhak memiliki
ruang publik dan fasilitas olahraga yang tidak
hanya megah, tetapi juga bermutu, aman, dan
dikelola dengan akuntabilitas penuh. Masyarakat
berhak mendapatkan itu—bukan sekadar janji,
melainkan realita yang dapat mereka rasakan
setiap hari.(")

Pemerintah Lepas ..............
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aannya harus berintegritas dan diawasi ketat. Kalau ada
yang nakal, kita tindak tegas," kata Amran.

SPHP dilaksanakan oleh Badan Pangan Nasional dan
Perum BULOG melalui distribusi ke pengecer pasar
rakyat, koperasi desa, outlet pangan daerah, hingga Gera-
kan Pangan Murah.

Beras SPHP dikemas 5 kg dan dijual sesuai Harga
Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

"Ini bukan soal jumlah, tapi keadilan distribusi. Jika
tidak tepat sasaran, maka tujuan SPHP akan gagal. Dis-
tribusinya harus transparan dan diawasi pemerintah pusat
dan daerah," katanya.

Sementara itu, di sisi hulu, Kementerian Pertanian terus
memperkuat produksi beras melalui program pompanisasi,
bantuan benih tahan kekeringan, dan percepatan tanam.

Hasilnya, produksi beras nasional Januari-Agustus
2025 diperkirakan mencapai 24,97 juta ton, naik 14,09
persen dibanding periode yang sama 2024 sebesar 21,88
juta ton.

"Kami pastikan produksi aman. Yang harus dijaga seka-
rang adalah distribusi dan tata niaganya. SPHP dan bansos
adalah dua sisi mata uang, satu menjaga akses rakyat
miskin, satu lagi menstabilkan pasar," ujarnya.(cnni/js)
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Dalam SK tersebut dikatakan bahwa Hari Kebudayaan
Nasional diharapkan bisa menjadi momen penting untuk
memperkuat posisi kebudayaan dalam kehidupan berbangsa
dan bernegara. Meski telah ditetapkan sebagai Hari Nasional,
namun SK itu juga menyebut bahwa tanggal tersebut tidak
masuk dalam hari libur nasional.

"Kebudayaan merupakan bagian dan fondasi, pilar utama,
serta instrumen strategis dalam membangun dan menguat-
kan karakter bangsa," bunyi pertimbangan dalam keputusan
menteri tersebut.

Kebudayaan dipandang tak hanya sebagai warisan,
melainkan sebagai elemen aktif yang hadir dalam segala lini
kehidupan, mulai dari pendidikan, ekonomi kreatif, hingga
diplomasi internasional.

Tepat di hari lahir Prabowo

Penetapan 17 Oktober sebagai Hari Kebudayaan Nasional
juga bertepatan dengan hari lahir Presiden Prabowo Subianto,
yang kini tengah menjabat sebagai Presiden Republik Indo-
nesia. Belum ada penjelasan resmi apakah pemilihan tang-
gal tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan Presiden
Prabowo.

Hal yang pasti, dalam SK tersebut, Fadli Zon menekan-
kan bahwa kebudayaan adalah tanggung jawab bersama,
baik negara, masyarakat, maupun individu. Penetapan Hari
Kebudayaan Nasional diharapkan mampu memperkuat kesa-
daran kolektif tentang pentingnya pelestarian, perlindungan,
pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan dalam rangka
pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Merujuk pada amanat UUD 1945 Pasal 32 ayat 1 dan 2,
serta UU Pemajuan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2017 dan
UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, negara
memiliki kewajiban untuk memajukan kebudayaan nasional di
tengah arus globalisasi dan perkembangan teknologi.

Konsep kebudayaan yang dimaksud dalam keputusan ini
mengacu pada tujuh unsur kebudayaan universal menurut C.
Kluckhohn, yakni bahasa, sistem pengetahuan, sistem organ-
isasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata
pencaharian, sistem religi, dan kesenian

Sementara itu, Sepuluh Objek Pemajuan Kebudayaan
(OPK) meliputi:

* Tradisi lisan

* Manuskrip

* Adat istiadat

* Ritus

* Pengetahuan tradisional

* Teknologi tradisional

* Seni

* Bahasa

* Permainan rakyat

* Olahraga tradisional

Kebijakan ini juga menyentuh aspek cagar budaya, yang
merupakan wujud konkret dari sejarah dan jati diri bangsa.
(cnni/js)
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kemungkaran—maka ia telah menyelamatkan dirinya
dari api neraka.

Hadis ini menarik karena menghubungkan anatomis
tubuh manusia dengan aktivitas sosial dan spiritual.
Dalam dunia medis modern, temuan bahwa manusia
memiliki sekitar 360 sendi telah dibenarkan, terutama bila
kita memperhitungkan sendi-sendi mikroskopis di tulang
belakang dan telapak tangan. Maka, Rasulullah telah
menyampaikan fakta ilmiah lebih dari 1400 tahun lalu,
jauh sebelum teknologi kedokteran dapat memastikannya.

Namun, yang lebih penting dari angka itu adalah pesan
moralnya. Islam tidak pernah memisahkan antara iba-
dah dan kehidupan sosial. Mengucap subhanallah sama
nilainya dengan menyingkirkan duri dari jalan. Memper-
baiki kata-kata dengan dzikir sama derajatnya dengan
memperbaiki kondisi sosial dengan perbuatan nyata.

Di era modern yang serba sibuk ini, kita sering berpikir
bahwa ibadah harus dalam bentuk ritual besar, seperti
salat panjang atau sedekah besar. Padahal, hadis ini
mengajarkan bahwa amal kecil namun konsisten adalah
bentuk syukur yang diterima di sisi Allah. Bahkan senyu-
man yang tulus, sapa yang baik, atau membantu orang
menyeberang jalan bisa menjadi bagian dari 360 amalan
harian yang menyelamatkan kita dari neraka.

Kita juga diingatkan bahwa tubuh ini adalah titipan,
dan setiap bagian dari tubuh harus dipertanggungjawab-
kan. Jika 360 sendi kita digunakan untuk menyakiti orang
lain, menyebarkan kebencian, atau menjadi alat untuk
kezaliman, maka kita telah mengingkari nikmat yang
besar.

Sebaliknya, jika kita menjadikan tubuh ini sebagai alat
untuk membangun kebaikan—menulis yang bermanfaat,
berkata yang santun, bekerja dengan ikhlas—maka kita
telah menghidupkan sunnah Nabi yang mengajarkan
bahwa ibadah adalah aktivitas hidup itu sendiri.

Maka, mari kita hitung ulang hari ini: berapa sendi
yang sudah kita syukuri? Berapa amal kecil yang sudah
kita lakukan sebagai rasa syukur atas tubuh yang sem-
purna ini?

Hadis ini seakan menegur kita dengan lembut: Setiap
sendi adalah peluang. Setiap gerak adalah ibadah. Setiap
hari adalah kesempatan menghindari api neraka.



